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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD, dipandang periu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum
yang Ditentukan Pengunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 01);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok
Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9;
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
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Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh
tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
130);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
(Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 137);

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh
Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012 Nomor 02);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019
tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2019 Nomor 513);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 79 Tahun 2019
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2019 Nomor 514);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2022 Nomor 579);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2024 Nomor 745);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur
penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri
dari Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil.

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut DPRK adalah lemabaga legislatif Kabupaten Aceh
Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat
SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang
selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil
untuk perioda 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK serta
ditetapkan dengan peraturan.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk priode sampai
dengan akhir tahun rencana.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
selanjutnya disebut PPASP adalah rencana program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai
acuan dalam menyusun RKA Perubahan-SKPK sebelum
disepakati dengan DPRK.

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang
selanjutnya disingkat PPAP adalah program prioritas dan
patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam
menyusun RKA Perubahan-SKPK setelah disepakati
dengan DPRK.

Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPK yang
selanjutnya disingkat RKA Perubahan-SKPK adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan pembiayaan
sebagai dasar penyusunan Perubahan APBK.

Pasal 2
Perubahan RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK
TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB Il KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
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BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB VI PENUTUP
(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPK Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Perubahan RKPK Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(PPASP) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

= ~Pada tanggal 12 September 2025
SV PA FN 19 Rabiul Awaj 1447 H
Ve BUPAN ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 12 September 2025

19 Rabiul Awal 1447 H

~“EDY WIDODO

RETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 809




